PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
Salinan

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PENGGUNAAN PAVING DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi
mempunyai peranan penting dalam mendukung
pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, sehingga
diperiukan pembangunan infrastruktur jalan yang
memadai;

b. bahwa  dalam rangka memperjelas  wewenang
penyelenggaraan jalan dan status jalan yang ada di
Kabupaten Bojonegoro serta dengan adanya
perkembangan masyarakat dan tuntutan peningkatan
peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, maka
perlu mengatur kembali mengenai penggunaan paving
dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten
Bojonegoro;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penggunaan Paving Dalam Pembangunan
Infrastruktur Jalan di Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada
tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Ncpotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
3851);
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. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4437),

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan
Kabupaten/Kota Kepada Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007
tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Kekayvaan Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN PAVING

DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI
KABUPATEN BOJONEGORO.,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2

3.

Dacrah adalah Kabupaten Bojonegoro.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
penyelenggara pemerintahan daerah.

Kecamatan adalah wilavah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.



10.

11.

12.

13,

14.

15.

16.
17.

18,

(1)

-4

Jalan adalah prasarana transportasi darat vang meliputi segala bagian
jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas
permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas
permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel,

. .Jalan Nasional adalah jalan yang menghubungkan antar ibukota provinsi,

jalan strategis nasional serta jalan tol.

Jalan Provinsi adalah jalan yang menghubungkan ibukota provinsi dengan
ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan
strategis provinsi.

Jalan Kabupaten adalah jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten
dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten
dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal dan jalan strategis
kabupaten.

Jalan Desa adalah jalan yang menghubungkan kawasan dan/atau antar
permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Jalan Poros Desa adalah jalan yang menghubungkan kawasan dan/atau
antar permukiman antar desa,

Jalan Poros Desa Utama adalah jalan desa yang memiliki lebar sekurang-
kurangnya 3 m dan mempunyai lebar ruang milik jalan sekurang-
kurangnya 8 m dan menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman
antar desa,

Jalan Poros Desa Alternatif adalah jalan desa yang memiliki lebar sekurang-
kurangnya 2,5 m dan mempunyai lebar ruang milik jalan sekurang-
kurangnya 7 m dan menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman
antar desa

Jalan Lingkungan Desa adalah jalan desa yang memiliki lebar sekurang-
kurangnya 2,5 m dan mempunyai lebar ruang milik jalan sekurang-
kurangnya 6 m dan menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman
di dalam desa.

Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,
pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

K.300 adalah mutu beton dengan kekuatan sampai 300 kg per cm?.

Ruang Milik Jalan, yang selanjutnya disebut Rumija adalah bagian jalan
yang terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di Juar
manfaat jalan.

Ruang Manfaat Jalan, yang selanjutnya disebut Rumaja adalah bagian jalan
yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk mengatasi kondisi
tanah labil dan bertambah tingginva beban muatan kendaraan, sehingga
jalan yang sudah dibangun tidak cepat rusak dan mudah dalam
pemeliharaannya.
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(2) Peraturan Bupat: ini disusun dengan tujuan antara lain sebagai berikut :
a. Menciptakan lapangan kerja di dacrah, karcna menggunakan produk
paving lokal;
b. Menyerap tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan pembangunannya,
c. Mendorong perkembangan perekonomian daerah;
d. Mempercepat tercapainya pemerataan pembangunan infrastruktur jalan

yang baik.
BAB Il
STATUS JALAN
Pasal 3
(1) Jalan di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan statusnva dikelompokkan
sebagai berikut :

a.Jalan Nasional;
b. Jalan Provinsi;

c. Jalan Kabupaten;
d.Jalan Desa,

(2) Status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jalan adalah :
a.Jalan Kabupaten, dan
b.Jalan Desa.

Pasal 4

Jalan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b menurut
fungsinya terdiri atas :

a. Jalan poros desa utama ;

b. Jalan poros desa alternatif ; dan

c. Jalan lingkungan desa.

BAB IV
PENYELENGGARAAN JALAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten

Pasal 5

(1) Penyelenggara jalan kabupaten adalah Pemerintah Daerah.

(2) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jalan kabupaten
meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan.

(3) Kriteria jalan kabupaten adalah jalan umum yang memiliki lebar jalan
paling sedikit 4 m dan mempunyai lebar ruang milik jalan sekurang-
kurangnyva 10 m.

(4) Pembangunan jalan kabupaten menggunakan konstruksi paving mutu
minimal K300 dengan tebal 8 cm, dikecualikan kondisi tanah di lokasi
tersebut sudah dalam kondisi stabil, dapat menggunakan konstruksi aspal.
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Bagian Kedua
Penyelenggaraan Jalan Desa

Pasal 6

(1) Penyelenggara jalan desa adalah Pemerintah Desa.

(2) Wewenang Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan jalan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan,
pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan.

(3) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelengaraan jalan desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi pembinaan dan
pembangunan.

Pasal 7

(1) Pembangunan jalan poros desa utama dan jalan poros desa alternatif
menggunakan konstruksi paving mutu K.300 dengan tebal 8 cm.

(2) Pembangunan jalan lingkungan desa menggunakan konstruksi paving mutu
K.300 dengan tebal 6 cm.

Pasal 8

(1) Camat mengusulkan status jalan desa scbagai jalan poros desa utama atau
jalan poros desa alternatif atau jalan lingkungan untuk dilaksanakan
pembangunan oleh Pemerintah Dacrah.

(2) Usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan data
lebar jalan, ruang milik jalan dan peta desa yang menunjukkan lokasi
masing-masing jalan desa diketahui oleh Kepala Desa.

(3) Mekanisme pengusulan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bojonegoro.

Pasal 9

Pemerintah Desa berkewajiban menyediakan dana untuk pemeliharaan dan
perbaikan jalan desa yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah setelah masa
pemeliharaannya selesai dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi dan menjadi
assct Pemerintah Desa.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

(1) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bojonegoro
dengan menggunakan paving dapat dilaksanakan melalui 2 (dua) sistim,
yaitu :

a. Kontraktual ;
b. Pemberian bantuan paving (sharing) oleh Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Desa.
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(2) Pelaksanaan pembangunan jalan melalui sistim kontraktual sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi
melalui sisim pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku,

(3) Pelaksanaan pemberian bantuan paving (sharing) kepada Pemerintah Desa
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b oleh Pemerintah Daerah
dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dimana pelaksana pengadaan
pavingnya oleh penyedia barang melalui sistim pengadaan barang/jasa
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
scdangkan pemasangannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan
menggunakan tenaga kerja lokal desa setempat.

(4) Desa penerima bantuan paving sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b harus menyediakan dana yang cukup untuk melaksanakan pemasangan
paving serta sanggup untuk menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan
pemasangan paving dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 11

(1) Bantuan paving (sharing) oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa
diutamakan untuk pembangunan jalan poros desa.

(2) Apabila pembangunan jalan poros desa dalam suatu desa sudah tuntas,
bantuan paving (sharing) dapat digunakan pada sarana peribadatan, sarana
pendidikan, sarana pemerintahan dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 12

Teknis pelaksanaan pekerjaan pemasangan paving untuk pembangunan jalan,
sarana peribadatan, sarana pendidikan, sarana pemerintahan dan fasilitas
umum lainnya harus berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan,

BAB VI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Untuk mengupayakan tercapainya tujuan pembangunan jalan agar
mencapai  hasil maksimal, perlu diselenggarakan pengendalian dan
pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
b. Pelaporan;

c. Pemberian rekomendasi; dan

d. Penertiban,
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BAB VII
PENUTUP

Pasal 14
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bojonegoro
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penggunaan Paving Dalam Pembangunan
Infrastruktur Jalan di Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 11 Juli 2013
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Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 11 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
ttd.

SOEHADI MOELJONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013 NOMOR 33.

Perabina Utama Madya
-NIP-19600131 198603 1 008




